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MALAS MENGAJAR

Tiga Oknum Guru Diperintahkan Kembalikan Gaji

GURU PNS DI PALU YANG DIPERINTAHKAN KEMBALIKAN GAJ!

LANTARAN malas menunaikan kewajibannya mengajar di
sekolah namun tetap menerima gaji dari negara, tiga oknum guru
dengan status pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Palu dijatuhi

sanksi.
Oleh: Indar Ismail

Pemberian sanksi terhadap
tiga oknum guru yang malas
mengajar, berdasarkan te-
muan BPK RI yang selan-jutnya
merekomendasikan kepada
Pemerintah Kota Palu untuk

segera menindaklanju-tinya.
Okeh Inspektorat Kota Palu, tiga
oknum guru tersebut kemudian
diwajibkan untuk mengem-
balikan seluruh gaji yang telah
mereka nikmati selama tidak

" Keterangan

Oknum Guru SMK Swasta

CRLY |

Jumlah

SUMBER: DPPKAD KOTA PALU

mengajar. Inspektur Insepk-
torat Kota Palu, Sadly Lesritsa
mengatakan para tenaga
pendidik tersebut juga telah
menandatangani persetujuan

untuk mengembalikan gaji
mereka ke kas daerah. "Sudah
kita ikat dengan tanggungjawab
kontrak," tutur Sadly saat rapat
pimpinan DPRD Kota Palu

Rp18ajuta

dengan Pemerintah Kota Palu
terkait tindaklanjut laporan

hasil pemeriksaan Badan
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Pemeriksa Keuangan (BPK)RI
Perwakilan Sulteng tahun 2011.
Masalah gajitersebut menjadi satu
dari 12temuan BPK yang dibahas
dalam pertemuan yang berlang-
sung diruang sidang utama DPRD
Kota Palu, Rabu (16/1).

Sekretaris Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kota Palu,
Muhammad mengatakan total gaji
tiga PNS yang harus dikembalikan
itu sekitar Rp270 juta lebih. Dari
jumlah itu, baru sekitar Rp87 juta
lebih yang terbayar. Masing-
masing; Rp87 juta dari seorang
guru SMK swasta, serta Rp75 juta
dan Rp108 juta dari dua oknum
guru SMP negeri. Dengan alasan
menjaga etika, Muhammad me-
minta media ini tidak mengu-
mumkan nama-nama oknum
guru tersebut. Mereka ini tidak

mengajar atau bekerja satu sampai
beberapa tahun.

Kepada Mercusuar, Mu
hammad mengatakan memang
belum ada tenggat yang diberikan
kepada tiga oknum guru tersebut
sampai kapan harus tuntas
mengembalikan gajinya itu.
Kewenangan untuk menekan
tersebut, kata Muhammad, ada
pada inspektorat. Sejauh ini
angsuran yang dilakukan oknum
quru dilakukan berdasarkan surat
jaminan kesediaan mereka
membayar. Sehingga penagihan
masih terus berfangsung.

Guru yang malas mengajar
bukan hanya terjadi di kasus ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palu, Ardiansyah Lamasitudju
kepada Mercusuar, Senin (14/1),
mengatakan sebagian guru yang
telah menerima tunjangan
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sertifikasi juga masih malas me-
ngajar 24 jam dalam sepekan.
Karenanya Disdik terpaksa me-
nunda pembayaran tunjangan me-
reka. Tunjangan baru akan dibayar
apabila absensi kehadiran guru
tersebut telah mencukupi. "Untuk
di Kota Palu sendiri, selama dua
tahunterakhirini ada banyak guru
yang yang terpaksa kita pending
(tunda) pembayaran sertifikasinya
dan dananya kembali pada kas
kementerian keuangan," ucap
Ardiansyah. MenurutArdiansyah,
tidak terpenuhinya jam mengajar
quru merupakan ketentuan yang
sepenuhnya harus ditaati guru
sehingga diharapkan guru tidak
berpuas diri bila telah memegang
sertifikasi. Guru adalah mayoritas
PNS diKota Palu. Sebanyak 2.507
orang adalah penerima tunjangan
sertifikasi, **




